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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Telmulan pelnellitian “Pe llaksanaan Pellayanan Administrasi Ke lpelnduldulkan 

Belrbasis Aplikasi Alpu lkat Beltawi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 

Sipil Kelcamatan Pasar Minggu l, Jakarta Sellatan” melmbawa pe lnelliti pada 

kelsimpullan bahwa me lskipuln pelnelrapan Alpu lkat Beltawi tellah ditelrapkan, 

namuln bellulm dilaku lkan se lcara maksimal. Me lskipuln Disdu lkcapil di DKI 

Jakarta melngelmbangkan Alpu lkat Beltawi aplikasi pellayanan ke lpelnduldulkan 

selcara onlinel, melncaku lp pelngulrulsan dokulmeln selpelrti KTP-ell, Akta Kellahiran, 

Akta Ke lmatian, Pelnceltakan KK, Pe lrulbahan Biodata, Pe lnceltakan KIA, 

Informasi Data Ke llularga, Du lplikat/Lelgalisir AKTA, Pelrmohonan Pindah, 

Pelrmohonan Ke ldatangan, Lapor Lahir Lu lar Ne lgelri, Lapor Ke lmatian Lular 

Nelgelri, Lapor Kawin Lular Nelgelri, Lapor Celrai Lular Nelgelri. 

Hal ini ditelntulkan delngan melnelrapkan telori Implelmelntasi Ge lorgel C. 

Eldwards III dan melngu lkulrnya melnggulnakan elmpat indikator, yaitu l selbagai 

belrikult: 

1. Komulnikasi 

Melrelka tellah mellakulkan sosialisasi dan komulnikasi masyarakat 

selbagai bagian dari aspelk komulnikasi pelngelnalan aplikasi Alpulkat Beltawi 

pada layanan kelpelnduldulkan Dinas Kelpelnduldulkan dan Catatan Sipil di 

Kelcamatan Pasar Minggul. Dinas Dulkcapil suldah mellakulkan sosialisasi 

baik selcara langsulng delngan melngulndang RT/RW seltelmpat ulntulk 

pelngeltahulan telntang adanya aplikasi ini dan maulpuln daring mellaluli sosial 

meldia, melski masih bellulm tulntas. Hal ini diselbabkan karelna masih banyak 

masyarakat yang bellulm disosialisasikan telntang Alpulkat Beltawi dan 

bellulm melngeltahuli bahwa Alpulkat Beltawi digulnakan ulntulk relgistrasi 

administrasi kelpelnduldulkan. 
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 Dalam dimensi kejelasan, informasi harus jelas dan mudah dipahami 

sehingga kelompok sasaran, pihak yang terkait dalam implementasi 

kebijakan, dan pelaksana kebijakan tidak salah memahaminya.  

a. Transmisi 

Transmisi adalah proses utama dalam komunikasi kebijakan 

publik. Edwards III menekankan bahwa informasi tentang kebijakan 

harus disampaikan dengan baik agar semua pihak yang terkait dapat 

memahami apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk 

menjalankan kebijakan tersebut. Komu lnikasi yang baik ju lga dapat 

melnghasilkan imple lmelntasi yang baik. Selringkali, orang salah 

melmahami apa yang me lrelka katakan. Penyaluran komunikasi yang 

baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. 

Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya 

salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebagiankan karena 

komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa 

yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan. Transmisi berarti 

informasi tentang kebijakan publik disampaikan kepada pelaksana 

kebijakan dan kelompok sasaran kebijakan serta pihak lain yang 

berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung. Edwards III 

juga menekankan bahwa dimensi transmisi sangat penting. Informasi 

harus disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan, tetapi 

juga kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang 

berkepentingan. Hal ini bertujuan agar semua pihak yang terkait 

memiliki pemahaman yang sama tentang kebijakan tersebut 

b. Keljellasan  

Kejelasan dalam komunikasi kebijakan menurut Edwards III 

berarti bahwa informasi yang disampaikan harus jelas dan tidak 

ambigu. Informasi harus disampaikan dengan cara yang 

memungkinkan semua pihak yang terkait memahami apa yang harus 

mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan 

tersebut. Kejelasan sangat penting karena dapat menghindari salah 
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pengertian (miskomunikasi) yang seringkali terjadi dalam proses 

transmisi informasi melalui berlapis-lapis hierarki birokrasi. 

Informasi yang tidak jelas dapat menyebabkan distorsi dan hambatan 

dalam komunikasi kebijakan, sehingga implementasi kebijakan 

mungkin gagal. Edwards III juga menekankan bahwa kejelasan harus 

diintegrasikan dengan dimensi transmisi dan konsistensi. Artinya, 

informasi harus disampaikan dengan cara yang tepat, akurat, dan 

konsisten. Hal ini memastikan bahwa semua pihak yang terkait 

memiliki pemahaman yang sama tentang kebijakan dan dapat 

melaksanakannya dengan efektif. 

c. Konsistelnsi 

Konsistensi dalam komunikasi kebijakan menurut Edwards III 

berarti bahwa perintah atau informasi yang diberikan harus konsisten 

dan jelas. Informasi harus disampaikan dengan cara yang 

memungkinkan semua pihak yang terkait memahami apa yang harus 

mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan 

tersebut. Konsistensi sangat penting karena dapat menghindari salah 

pengertian (miskomunikasi) yang seringkali terjadi dalam proses 

transmisi informasi melalui berlapis-lapis hierarki birokrasi. 

Informasi yang tidak konsisten dapat menyebabkan distorsi dan 

hambatan dalam komunikasi kebijakan, sehingga implementasi 

kebijakan mungkin gagal. Dimensi konsistensi memastikan bahwa 

informasi yang disampaikan tidak berubah-ubah dan selalu sesuai 

dengan tujuan kebijakan. Hal ini memungkinkan semua pihak yang 

terkait memiliki pemahaman yang sama tentang kebijakan dan dapat 

melaksanakannya dengan efektif. 

Delngan delmikian, ulntulk melningkatkan elfelktivitas aplikasi Alpu lkat Beltawi, 

pelrlul adanya pelrhatian lelbih pada pe lngelmbangan disposisi peltu lgas, pellatihan yang 

belrkellanjultan, selrta stratelgi sosialisasi yang le lbih elfelktif kelpada masyarakat. 
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5.2 Saran 

5.2.1 Saran Teoritis 

1. Melngadopsi modell pellayanan pulblik digital yang melngu ltamakan partisipasi 

masyarakat. Telori ini melnelkankan pelntingnya keltelrlibatan pelnggulna dalam 

pelngelmbangan aplikasi u lntulk melmastikan bahwa fitulr dan layanan yang 

diseldiakan selsulai delngan kelbultulhan masyarakat. 

2. Melmanfaatkan telori inovasi telknologi ulntu lk melmahami bagaimana aplikasi 

dapat diadopsi dan digu lnakan se lcara elfelktif olelh masyarakat. Ini te lrmasu lk 

analisis faktor-faktor yang me lmpelngarulhi adopsi telknologi, se lpelrti 

kelmuldahan pelnggulnaan, manfaat yang dirasakan, dan du lkulngan sosial. 

3. Melnelrapkan pelndelkatan sistelm telrbulka dalam pelngelmbangan aplikasi, di 

mana ulmpan balik dari pe lnggulna dan pe lmangkul kelpelntingan lainnya 

diintelgrasikan dalam prose ls pelrbaikan aplikasi selcara belrkellanjultan. 

5.2.2 Saran Praktis 

1. Mellakulkan sosialisasi se lcara rultin dan melnyellulrulh melngelnai pelnggulnaan 

aplikasi Alpulkat Beltawi ke lpada masyarakat. Ini dapat dilaku lkan mellalu li 

belrbagai meldia, se lpelrti spandu lk, postelr, dan se lminar di tingkat RT/RW, 

ulntulk melningkatkan ke lsadaran dan pelmahaman masyarakat. 

2. Melnyellelnggarakan pellatihan belrkala bagi peltulgas Du lkcapil melngelnai 

pelnggulnaan aplikasi dan telknik pellayanan yang baik. Hal ini akan 

melningkatkan kelmampu lan peltulgas dalam melmbantu l masyarakat yang 

melngalami kelsullitan. 

3. Melmastikan bahwa infrastru lktulr telknologi, telrmasu lk se lrvelr dan jaringan 

intelrnelt, melmadai ulntulk melndulkulng opelrasional aplikasi. Ini pe lnting ulntu lk 

melnghindari ganggulan layanan yang dapat melnghambat prosels pelngajulan. 

4. Melnyeldiakan fitulr u lmpan balik dalam aplikasi agar pe lnggulna dapat 

melmbelrikan masu lkan telntang pelngalaman melrelka. U lmpan balik ini dapat 

digulnakan ulntulk mellakulkan pelrbaikan dan pelngelmbangan lelbih lanju lt. 
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Delngan melnelrapkan saran-saran teloritis dan praktis ini, pe llaksanaan 

pellayanan administrasi ke lpelnduldulkan mellaluli aplikasi Alpu lkat Beltawi dapat 

ditingkatkan, se lhingga lelbih elfisieln dan elfelktif dalam me lmelnulhi kelbultulhan 

masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


